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PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL 
 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL 
NOMOR   5   TAHUN 2008 

 
TENTANG 

 URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BOVEN DIGOEL, 

 
Menimbang : a.  bahwa pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk mengatur dan 

mengurus rumah tangga sendiri guna meningkatkan daya guna dan hasil 
guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat;    

  b.  bahwa untuk melaksanakan otonomi sebagaimana pada huruf a, kepada 
daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan 
pemerintahan sebagai urusan rumah tangga sendiri guna mewujudkan 
masyarakat yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya; 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dan b, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Urusan 
Pemerintahan Kabupaten Boven Digoel. 

      
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi 

Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1969 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097); 

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi 
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4157); 

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4389): 

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4741); 

7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Boven Digoel (Lembaran Daerah Kabupaten Boven 
Digoel Tahun 2008 Nomor 14); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL 

dan  

BUPATI  BOVEN DIGOEL 

 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TENTANG URUSAN 

PEMERINTAHAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
a. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang 

memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Daerah adalah Kabupaten Boven Digoel; 
c. Bupati adalah Bupati Boven Digoel; 
d. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boven Digoel; 
e. Urusan Pemerintahan adalah urusan pemerintahan wajib dan pilihan; 
f. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah 

dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluasnya 
dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 

g. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah 
yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 

h. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan; 

 

BAB II 

URUSAN PEMERINTAHAN 

Pasal 2 
 

(1) Urusan Pemerintahan Kabupaten Boven Digoel meliputi urusan Pemerintahan Wajib dan 
Urusan Pemerintahan Pilihan. 
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(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
a. Pendidikan; 
b. kesehatan; 
c. lingkungan hidup; 
d. Pekerjaan umum; 
e. Penataan ruang; 
f. Perencanaan pembangunan; 
g. Perumahan; 
h. kepemudaan dan olahraga; 
i. penanaman modal; 
j. koperasi dan usaha kecil dan menengah; 
k. kependudukan dan catatan sipil; 
l. ketenagakerjaan; 
m. ketahanan pangan; 
n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 
o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera; 
p. perhubungan; 
q. komunikasi dan informatika; 
r. pertanahan; 
s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 
t. otonomi daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; 
u. pemberdayaan masyarakat dan kampung; 
v. sosial; 
w. kebudayaan; 
x. statistik; 
y. kearsipan; dan 
z. perpustakaan. 

 
(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. kelautan dan perikanan; 
b. pertanian; 
c. kehutanan; 
d. energi dan sumber daya mineral; 
e. Pariwisata; 
f. Industri; dan 
g. Perdagangan. 

 

(4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah urusan yang 
secara nyata potensinya tersedia dan dapat mendorong masyarakat dalam memenuhi 
kebutuhan dasar 

 
Pasal 3 

 
Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai batas-
batas kewenangan, norma, standar, prosedur, dan kriteria berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
 

BAB III 

PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN LINTAS DAERAH 

Pasal 4 
 

Urusan pemerintahan yang penyelenggaraannya mengharuskan dikelola bersama antara 
pemerintah daerah yang berbatasan dengan daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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BAB IV 

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN SISA 

Pasal 5 
 

Bilamana Pemerintah Daerah akan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak diatur 
dalam peraturan daerah ini, maka terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada 
Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri. 
 

BAB V 

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN  

Pasal 6 
 
(1) Urusan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diselenggarakan 

oleh Perangkat Daerah. 
 
(2) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kampung diatur dengan 

Peraturan Daerah tersendiri. 
 

Pasal 7 
 

Penjabaran urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)  dan ayat (3) ke dalam Sub Bagian dan Sub-Sub Bagian serta 
rincian urusan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Daerah ini. 
 

BAB VI 

PENUTUP 

Pasal 8 
 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan daerah yang mengatur tentang 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dinyatakan tidak berlaku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 9/........................ 
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Pasal 9 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel. 
 
 

Ditetapkan di Tanah Merah 
pada tanggal 4   Desember 2008  

          
            BUPATI  BOVEN DIGOEL, 
                        
                           Cap/ttd 
 
           YUSAK YALUWO, SH. MS.i 

 
 
 
Diundangkan di Tanah Merah 
pada tanggal  5  Desember 2008 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL 
 
 
                         Cap/ttd 
 
                  Drs. ASAF TANDI 
                     Pembina Tk. I 
                   NIP. 010 097 604 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2008 NOMOR  5 

 

          
Untuk salinan yang sah, sesuai dengan aslinya. 
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL 

            KEPALA BAGIAN HUKUM, 
       

 
 

                              WAHYUDIANA, SH 
                                   PENATA TK. I 
                               NIP. 196612141993021001 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2008 NOMOR  5.  


